BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) ;

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43395) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400} ;
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1.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggaraa
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK/07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011
tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Parkir
Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat Dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 7 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 7 Seri E) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor
8 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan
Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas
Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun
2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor
5 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2010 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor
1 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun
2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor
S);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang semula
berjumlah Rp. 1.476.969.927.306,65 bertambah sejumlah Rp. 168.720.673.546,07
sehingga setelah Perubahan menjadi Rp. 1.645.690.600.852,72 dengan rincian sebagai

berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula...............
b. Bertambah..........

.............. Rp. 1.352.018.607.811,12
.............. Rp. 104.904.059.074,73

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ...........cccooeeeeeenl. Rp. 1.456.922.666.885,85

2. Belanja Daerah

a. Semula........coooeiiiininnnn, Rp. 1.476.969.927.306,65
b. Bertambah.............c......... Rp. 168.720.673.546,07
Jumlah Belanja Setelah Perubahan.................ccccooeeiiin Rp. 1.645.690.600.852,72
Defisit Setelah Perubahan ................cooeeiiiiiiiniinin, Rp. 188.767.933.966,87
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3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan

1) Semula ...cccooevvvierirreenn. Rp. 138.038.232.995,53

2) Bertambah..................... Rp. 60.823.814.471,34

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan........................ Rp. 198.862.047.466,87

b. Pengeluaran

1) Semula ....oocovivviiiin. Rp. 13.086.913.500,00

2) Berkurang.......c...c.ooe... Rp. 2.992.800.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ................. Rp. 10.094.113.500,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan ........................ Rp. 188.767.933.966,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula .....ccoocevviiiiinnnn. Rp. 104.858.393.580,12

2) Bertambah..................... Rp. 18.686.835.589,73

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan.........c..ooooivvviiiiiiiiiiciiinieceiie, Rp. 123.545.229.169,85
b. Dana perimbangan

1) Semula ...o.oecvvniviiinnnnnn Rp. 937.179.139.182,00

2) Bertambah..................... Rp. 0,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.......... Rp. 937.179.139.182,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula ......cccoovviiiiin.n. Rp. 309.981.075.049,00

2) Bertambah..................... Rp. 86.217.223.485,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan...........ccooooviiiiiiiiiiiiiiiininieeria, Rp. 396.198.298.534,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula ..ccooovvvviiinininnn. Rp. 13.965.005.250,00

2) Bertambah..................... Rp. 1.303.614.750,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan................... Rp. 15.268.620.000,00
b. Retribusi daerah

1) Semula .....ccooveviiiiiininnnns Rp. 39.251.922.300,00

2) Berkurang...........cccceo..... Rp. 25.995.072.167,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan ............. Rp. 13.256.850.133,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula .....covvviiiiiinnnnnnil. Rp. 1.676.769.958,72

2) Bertambah...........ccoeen.... Rp. 96.219.847,28

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Setelah Perubahan Rp. 1.772.989.806,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula ..oooveeeiiiii Rp. 49.964.696.071,40
2) Bertambah...........ooeeiiiis i, Rp. 43.282.073.159,45
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan.............c....coovvnee. Rp.  93.246.769.230,85

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

terdiri atas jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula ....cviviiiiin Rp. 45.022.902.049,00
2) Bertambah..........c.......... ... Rp. 57.149.897.485,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 102.172.799.534,00



. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula ...ccooovvviriiiiiiininnn . Rp. 191.049.396.000,00
2) Berkurang.......c.ccocoenereenn oo Rp. 10.977.674.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan...........ccoiiiiiiiiviinnnnn Rp. 180.071.722.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya
1) Semula ....ccoooviiiiiiiiiiiiinn o Rp. 73.142.677.000,00

2) Berkurang..........ccoeeveeennn .. Rp. 40.045.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan....... Rp. 113.187.677.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas :

a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula ....oooooviiiiiiininn. o Rp. 860.643.824.568,65

2) Bertambah.........cc...... L Rp. 687.842.293,07
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 861.331.666.861,72
Belanja Langsung

1) Semula ...cooooiiieiiiiiiins Rp. 616.326.102.738,00
2) Bertambah.......cccocoeeeinn s Rp. 168.032.831.253,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.......... Rp. 784.358.933.991,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai

1) Semula .....ooeeveviiiinnnnnn. Rp. 770.751.674.593,25

2) Berkurang...................... Rp.  26.660.328.806,93

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.................. Rp. 744.091.345.786,32
Belanja Hibah

1) Semula ....ccocoeiiiiieiinnn, Rp. 17.508.525.000,00

2) Bertambah..........ccoccouuns Rp. 14.562.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan..................... Rp. 32.071.025.000,00
Belanja Bantuan Sosial

1) Semula .....cccvvvveeniinininns Rp. 28.630.250.000,00

2) Bertambah........c............ Rp. 9.383.910.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan.. ...... Rp. 38.014.160.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa

1) Semula ...ccoovvveviiiiinnns Rp. 40.715.118.977,00

2) Bertambah...........cceu..... Rp. 401.761.100,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan ..Rp. 41.116.880.077,00
Belanja Tidak Terduga

1) Semula ... Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah.................... Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.......... Rp. 3.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis

a.

belanja :
Belanja Pegawai
1) Semula .....ococcieiiiieinnns Rp. 18.414.961.950,00
2) Bertambah........ccocoo..... Rp. 965.895.584,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.................. Rp. 19.380.857.534,00
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b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula ..ocooovveiieeinnnnnn. Rp. 324.881.543.541,00

2) Bertambah.......ccccooennn.. Rp. 64.944.927.714,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..... Rp. 389.826.471.255,00

c. Belanja modal

1) Semula .....ccooocvviiiininnin Rp. 273.029.597.247,00

2) Bertambah.......cccccceennnn. Rp. 102.122.007.955,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan .................... Rp. 375.151.605.202,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :
a. Penerimaan

1) Semula ....ccccevviiniiiiiniinns Rp. 138.038.232.995,53

2) Bertambah..................... Rp. 60.823.814.471,34

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ...................... Rp. 198.862.047.466,87
b. Pengeluaran

1} Semula ......ccoveeiiiiiin. Rp. 13.086.913.500,00

2) Berkurang........cccccoeeennnn. Rp. 2.992.800.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ....................... Rp. 10.094.113.500,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis

pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula ..ccooeveviiiiiiiin Rp. 138.038.232.995,53

2) Bertambah..................... Rp. 60.823.814.471,34

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Setelah Perubahan ......cocoeeveiiiiiiiiiiiiiiiineii Rp. 198.862.047.466,87

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis

pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula ..ccooooovvireriiiiininns Rp. 10.000.000.000,00

2) Berkurang ........ccoeeeeenes Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan ..........cocvveveeeuicinincncnecienecnsieen e sescensesesnas Rp. 6.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula ..oooooeiiiiiiiiinnnn. Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah........ccooeennnee Rp. 500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Investasi

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan ......................... Rp. 3.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula .....ccoooveiviinnnee. Rp. 86.913.500,00

2) Bertambah..........c.......... Rp. 507.200.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Setelah Perubahan.........cccoocoiiiiiiiiiiiiin e Rp.  594.113.500,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

yang terdiri atas :

a. Lampiran [ Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;



Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah;

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

KAI@;N PAMEKASAN,
2
ALW Ij

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 6
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